BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia memiliki dorongan alamiah untuk membangun komunitas hidup bersama.
Kodratnya sebagai makhluk sosial diejawantahkan dalam relasi dengan sesama. Dorongan
untuk hidup bersama dengan orang lain timbul dari kesadaran manusia akan eksistensinya
sebagai homo socius. “Kesadaran adalah suatu prasyarat dari ada”.! Manusia menyadari
keberadaannya sebagai makhluk sosial. Maka dari itu, dia menjalin relasi dengan sesama demi
mengaktualisasikan hakekat sosialnya. Relasi sosial menjadi syarat bagi manusia dalam

menciptakan kesejahteraan umum (bonum commune).

Tahap hidup bersama yang paling sederhana adalah pendirian rumah tangga. Dalam
rumah tangga terjadi persekutuan pria dan wanita. Keduanya mengemban peran dan tugas
mereka sebagai suami-isteri. Asosiasi suami-isteri dikenal oleh khalayak ramai dengan nama
keluarga. Keluarga merupakan institusi dasar dari masyarakat. Keluarga memiliki peranan
yang penting dalam kehidupan negara atau polis. Polis akan tetap menampakkan
keberadaannya jika ada individu-individu yang menjalankan kehidupan. Keluarga berperan

untuk menghasilkan manusia baru. Keluarga menjadi basis dari kehidupan polis.

Masyarakat berasal dari keluarga. Nilai-nilai kehidupan harus diperkenalkan sejak
dalam rumah tangga. Kesediaan untuk menjalin relasi dengan sesama menjadi salah satu aspek
yang harus diperkenalkan dalam masa pembinaan awal di dalam keluarga. Kepribadian

seseorang ditempa dalam keluarga. Manusia belajar hidup bersama melalui pengalaman yang

! Carl Gustav Jung, The Undiscovered Self, dalam Agus Cremers dan Martin Warus (Penerj.), Diri Yang
Belum Ditemukan, (Maumere: Ledalero, 2003), hal. 90.
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dialami oleh mereka dalam rumah tangga. Suami-isteri bertindak sebagai pendidik atau guru

yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak mereka.

Kehadiran individu baru berdampak pula pada kehidupannya sendiri. Manusia sudah
menerima anugerah kehidupan dan diapun harus bertanggung jawab atas rahmat tersebut.
Manusia memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga pemberian tersebut. Kehidupan
manusia dapat berlangsung dengan baik jika semua kebutuhannya terpenuhi. Akan tetapi,
kemampuan manusia tidak memadai. Oleh karena itu, dia mendirikan asosiasi hidup bersama
dalam lingkup yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk menghimpun berbagai kekuatan dan
kemampuan yang ada pada individu lain. Potensi tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan

riil manusia. Kondisi inilah yang mendorong manusia untuk mendirikan polis.

Polis atau kota adalah bentuk pelembagaan esensi manusia selaku makhluk sosial.
Kesosialan manusia mendapat realisasinya dalam polis. Dalam dunia Yunani Kuno, polis
dipandang sebagai institusi yang sangat beradab. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa
hanya manusia yang dapat mendirikan koloni hidup bersama di sebuah polis. Hewan
infrahuman memang hidup berkelompok, tetapi hal itu dilakukan atas dasar dorongan alamiah
saja. Dengan lain perkataan, hewan membentuk kelompok hidup bersama tanpa melibatkan
kesadaran. Manusia berbuat demikian karena dimotori oleh kehendak untuk mencapai bonum

commune. Bahwasanya, bonum commune bisa terwujud di dalam polis.

Kehidupan politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia.
Bagi orang Yunani Kuno, polis mencerminkan hakekat manusia sebagai hewan politik (zoon
politikon). Kondisi ini memampukan individu untuk membentuk sebuah koinonia. “Hanya
manusia memiliki kualitas yang memungkinkan sebuah eksistensi komunal”.? Salah satu

kualitas yang menjelunut dalam diri manusia adalah logos. Polis dipandang sebagai bentuk

2 Rahmah Asa Harun (Penerj.), Peradilan Socrates, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 8.
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tertinggi dari koinonia. Logos memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan polis.
Logos tidak saja menyangkut kemampuan berbicara, tetapi juga menyentuh dimensi akal dan

moralitas. Kapasitas seperti ini hanya terdapat dalam diri manusia.

Bonum commune bisa digapai jika ada kerja sama antarindividu. Polis akan tetap eksis
kalau para warganya terlibat aktif di dalamnya. Aristoteles menandaskan bahwa keberadaan
polis sangat berkaitan erat dengan keterlibatan masyarakat. Maka dari itu, atmosfir kehidupan
polis dapat berjalan lancar apabila manusia beraksi atau berbuat sesuatu. Soalnya, polis
diidentikkan dengan kehidupan manusia sendiri. Akan tetapi, kehidupan yang dijalankan oleh
manusia tidak sekadar berada dalam polis tanpa beraksi. Sebaliknya, dia bergiat bersama
dengan sesamanya yang lain demi mewujudkan bonum commune atau kebaikan bersama.
Tatkala manusia berhenti untuk bergiat, maka lenyaplah polis. Oleh karena itu, menjadi warga

(polites) dianggap sebagai hal yang sangat penting dan terhormat.

Ada tiga unsur penting yang sangat berpengaruh pada pencapaian bonum commune,
yakni masyarakat, konstitusi dan polis. Ketiga hal ini saling berhubungan satu sama lain.
Konstitusi dianggap sebagai roh dari polis. Dari sebab itu, konstitusi menempati posisi yang
tinggi. Walaupun demikian, warga negara kota (polis) tetap menjadi sentrum dari kehidupan
polis. Konstitusi hanya dapat diciptakan oleh manusia. Hal serupa berlaku juga dalam
mendirikan polis. Manusia mengungkapkan potentia-nya sebagai makhluk politis dengan

menciptakan konstitusi dan membangun polis.

Keberadaan polis tidak terlepas dari konstitusi. Konstitusi menampilkan identitas polis.
Partisipasi warga dalam hal memerintah dan diperintah, ditetapkan menurut konstitusi yang
berlaku dalam polis. Aristoteles menguraikan enam jenis konstitusi. Dia mengatakan bahwa
ada model konstitusi yang baik dan terdapat pula tipe konstitusi yang buruk. Ketiga model
konstitusi yang baik terdiri atas monarki, aristokrasi dan politeia. Menurut Aristoteles,
konstitusi yang sangat cocok diterapkan dalam kehidupan polis adalah politeia (semacam
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demokrasi yang diatur oleh undang-undang). Namun, ada juga konstitusi yang buruk, yakni
tirani sebagai bentuk negasi atas monarki; oligarki merupakan penyimpangan dari aristokrasi;

dan demokrasi (bentuk penyimpangan dari politeia).

Partisipasi warga dalam kehidupan polis diberi penekanan khusus. Aristoteles bahkan
mendefinisikan warga negara sebagai sekelompok orang yang mengambil bagian dalam
keanggotaan deliberasi dan yudisial. Kedua lembaga ini menjadi unsur penentu perekrutan
warga polis. Penetapan warga negara kota (polis) tidak didasarkan pada status kelahiran atau
domisili belaka, tetapi ditentukan menurut partisipasi manusia dalam kehidupan polis. Dalam
hal ini, seseorang yang masuk dalam lembaga deliberasi dan yudisial diketegorikan sebagai
warga negara. Di sinilah letak kekhasan polis Yunani Kuno, di mana hak kewarganegaraan
hanya diberikan kepada mereka yang bergabung dalam lembaga deliberatif dan yudisial. Itu

berarti, hak kewarganegaraan tidak diterima oleh semua orang.

Hal senada juga dikatakan oleh Nikolas Driyarkara dalam pandangannya tentang hidup
menegara. Raison d’etre negara terletak pada kesosialan manusia. Negara dibentuk atas dasar
kehendak masyarakat yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam hal ini
ada kesamaan orientasi antara Aristoteles dan Nikolas Driyarkara. Dari sebab itu, masyarakat
harus menegara dan tidak sekadar bernegara. Hal ini hendak menegaskan pentingnya

partisipasi warga dalam kehidupan negara.

Dengan kata menegara, Nikolas Driyarkara mau menandaskan bahwa menjadi
masyarakat dari sebuah negara, manusia tidak hanya sekadar ‘mendiami atau berada dalam
negara (bernegara)’. Dia harus melibatkan diri dalam kegiatan politik demi mewujudkan
kebaikan tertinggi (bonum commune). Di sini terdapat korelasi pemikiran antara Aristoteles
dan Nikolas Driyarkara, di mana keduanya menekankan partisipasi warga dalam membangun
hidup bersama di sebuah negara. Partisipasi warga menjadi hal yang paling mendasar dari
semua ketentuan yang ada. Tanpa partisipasi dari warga negara yang baik, mustahil bonum
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commune bisa tercapai. Warga negara yang baik pasti terlibat aktif dalam kehidupan negara.
Komponen yang ada di suatu negara terdiri atas rakyat dan tanah beserta keadaannya. Seorang

warga yang sejati mesti membangun kerja sama yang baik dengan orang lain.

Nikolas Driyarkara menempatkan manusia sebagai peletak dasar dari hidup menegara.
Manusia menjadi motor primus yang menciptakan peradaban. Hal ini terjadi karena kapasitas
kejiwaan yang dimiliki oleh setiap manusia, tetapi tidak terdapat dalam hewan infrahuman.
Komponen kejiwaan tersebut mencakup pikiran, perasaan dan kehendak. Semuanya ini
menyatu dalam diri manusia yang dikenal dengan istilah kesatuan jiwa-badan. Kesatuan ini
membentuk jati diri seseorang selaku ‘pribadi’. Manusia adalah pribadi yang mempribadikan
diri, pribadi yang membentuk kebangsaan dan pribadi yang menghasilkan kebudayaan.

Sentrum dari semuanya itu ialah aktivitas dari animal rationale.

Sebagai pribadi yang mempribadikan diri, manusia senantiasa terus berproses dalam
pembentukan identitasnya. ldentitas manusia tidak hanya ditentukan sendiri, tetapi juga
ditempa oleh berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan luar.
Pengaruh-pengaruh asing yang positif turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan
kepribadian kita. Masyarakat juga dikenal sebagai pribadi yang membentuk kebangsaan. Misi
dasar pembentukan sebuah negara adalah untuk mewujudkan kesatuan antarindividu. Berkat
kesatuan tersebut, manusia bisa memanifestasikan bonum commune. Nikolas Driyarkara

menyinggung pula soal manusia sebagai pribadi yang menghasilkan kebudayaan.

Manusia itu makhluk yang berbudaya. Hal ini menjadi ciri pembeda yang khas antara
manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Oleh karena budi yang dimilikinya, manusia mampu
menciptakan kebudayaan. “Maka dari itu, dinamika kebudayaan mengingatkan kita bahwa

kebudayaan adalah kebudayaan manusia, dalam arti bahwa manusia adalah pelaku dan penentu
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kebudayaan”.® Kebudayaan itu bersifat dinamis karena pencetus kebudayaaan itu sendiri
merupakan makhluk yang dinamis. Kebudayaan tidak hanya menyangkut kenangan masa silam
yang perlu diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, kebudayaan bersentuhan langsung

dengan situasi riil manusia dan berbenturan dengan berbagai kekuatan luar.
5.2 Catatan Kritis

Kemajuan suatu bangsa atau negara bergantung pada sumber daya yang dimilikinya.
Sumber daya tersebut mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia. Alam semesta
menyediakan berbagai kekayaan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Akan
tetapi, kekayaan alam perlu dibudidayakan. Maka dari itu, dibutuhkan peranan manusia untuk
mengolah kekayaan alam. Kemampuan manusia dalam berinovasi sangat dititikberatkan. Di

sinilah sumber daya manusia memainkan peranan utama.

Aristoteles dan Nikolas Driyarkara sangat menekankan peranan manusia dalam
mewujudkan kesejahteraan bersama. Meskipun keduanya hidup dalam zaman yang berbeda,
namun mereka memiliki kesamaan persepsi. Dalam hal ini, pemikiran mereka lebih mengarah
kepada pengalaman eksistensial manusia selaku makhluk sosial. Aristoteles menjabarkan
sejumlah pemikiran yang berkaitan dengan manusia. Salah satunya adalah tentang esensi
manusia selaku makhluk sosial. Pandangan ini masih ada korelasinya dengan pemikiran dari
Nikolas Driyarkara. Nikolas Driyarkara menegasikan pandangan Thomas Hobbes yang
mendefinisikan manusia sebagai homo homini lupus. Dia justru melihat manusia selaku homo
socius. Di sini, dia mengedepankan aspek sosialitas dari manusia. Hubungan pemikiran antara

Avistoteles dan Nikolas Driyarkara tentang manusia terdapat pada tataran pengertian ini.

Masyarakat menjadi tiang negara. Partisipasi warga dalam kehidupan negara sangat

mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, Aristoteles memulai suatu revolusi pemikiran dalam dunia

3 Paulus Budi Kleden, Teologi Terlibat: Politik Dan Budaya Dalam Terang Teologi, (Maumere:
Ledalero, 2003), hal.8.
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politik. Menurut dia, kekhasan warga negara terletak pada partisipasinya dalam polis.
Aristoteles menetapkan dua lembaga utama sebagai wadah utama bagi warga negara untuk
mewujudkan keterlibatannya dalam bidang politik, yakni lembaga deliberatif dan lembaga
yudisial. Kedua lembaga tersebut dipandang sebagai patokan atau pedoman penetapan warga

negara. Masyarakat harus memiliki waktu luang supaya bisa masuk di dalamnya.

Penulis hendak mengkritisi pemikiran Aristoteles dan Nikolas Driyarkara. Limitasi
pembahasan dipusatkan pada gagasan tentang teori kewarganegaraan perspektif Aristoteles
dan hidup menegara menurut Nikolas Driyarkara. Pemikiran Aristoteles dan Nikolas
Driyarkara masih relevan dengan situasi politik sekarang ini. Meskipun Aristoteles hidup pada
zaman Yunani Kuno, namun pemikiran politiknya dapat dijadikan rujukan. Akan tetapi,
penulis tidak setuju dengan teori kewarganegaraan yang dicetuskannya. Dia membuat suatu
pembedaan yang sangat diskriminatif. Hal itu ditunjukkannya dalam proses penetapan warga
polis. Bahwasanya, yang berhak untuk menjadi warga polis hanyalah laki-laki dewasa. Wanita

dan anak-anak serta para budak tidak termasuk dalam kelompok warga negara.

Ada ketentuan lain yang dicanangkan oleh Aristoteles berkaitan dengan penetapan
warga polis. Hak kewarganegaraan hanya dimiliki oleh laki-laki dewasa yang bebas serta
terlibat aktif dalam keanggotaan deliberatif dan yudisial. Namun, tidak semua laki-laki dewasa
yang ‘bebas’, direkrut menjadi warga negara. Aristoteles mengatakan bahwa para pekerja kasar
seperti: petani dan montir tidak masuk dalam kategori warga polis. Alasannya adalah karena
polis membutuhkan kaum intelek dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal yang serupa juga
dikemukakan oleh Nikolas Driyarkara. Bagi Nikolas Driyarkara, masyarakat hendaknya
‘bergiat atau berbuat sesuatu’ untuk negara. Aksi warga negara ditampakkan melalui

keterlibatan mereka dalam mewujudkan bonum commune.

Penulis melihat bahwa Aristoteles terlalu menganggap remeh peranan kaum pekerja
kasar. Padahal mereka juga turut menopang kehidupan polis. Misalnya, seorang petani dapat
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menyumbangkan hasil pertaniannya untuk dikonsumsi warga polis. Bahan-bahan pangan
merupakan produk dari para petani. Tanpa makanan, manusia tidak bisa mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Lalu dari Nikolas Driyarkara, penulis menemukan suatu keunikan.
Dia menganalogikan negara dengan kehidupan itu sendiri. Ketika tidak ada lagi kehidupan,

maka lenyaplah negara.
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